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Abstract 
    Education basic data management is an activity carried out continuously in which 
planning, organizing, implementing, supervising, and evaluating in managing basic 
education data in support of smart Indonesia programs. This research aims to describe 
the planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating dapodik in 
supporting PIP in Singkawang 7 Public High School. This research uses a qualitative 
approach to the type of case study. The research subjects were the head of Singkawang 
7 Public High School, the deputy headmaster for student affairs, and the dapodik 
operator. Data collection methods by interview, documentation, and observation. Data 
analysis uses interactive data analysis namely data reduction, data display and 
verifications. Test the validity of the data with four criteria used, namely the test of 
credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of the study, 
namely: 1) Planning is done through the establishment of school work programs and 
vice-principals in the field of student affairs, the determination of operator decree, 
utilization of dapodik guidelines, use of laptops with high specifications, adequate 
electricity, and fast internet, 2) Organizing is done by division of basic tasks and 
functions, 3) Implementation is carried out from data collection, inputting and data 
processing of students, students' proposals to receive PIP, checking and confirming 
data truths, dapodik delivery, and checking the number of students who get PIP, 4) 
Supervision is carried out by school principal, and 5) Evaluation is carried out to see 
which stage still needs improvement. Supervision activities should also be carried out 
by the Office of Education and Culture of West Kalimantan Province. The goal is that 
the activities carried out in accordance with the plan, also to minimize deviations and 
the results of supervision can be used as a basis for policy making. 
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PENDAHULUAN 
Undang-undang No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) menyatakan bahwa sistem 
pendidikan nasional merupakan keseluruhan 
komponen pendidikan yang saling terkait dan 
terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan 
nasional. Oleh karena itu untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional  tersebut diperlukan 
sebuah sistem yang terintegrasi antar pihak 
yang terlibat (stakeholder). 
Pentingnya sebuah sistem yang 
terintegrasi dikarenakan untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional membutuhkan data yang 
valid dan akurat. Hal ini dikarenakan data 
merupakan komponen penting dalam sebuah 
sistem informasi untuk nantinya diolah dengan 
metode tertentu agar menghasilkan sebuah 
keputusan atau perencanaan selanjutnya. 
Perencanaan dapat menjadi pedoman bagi 
sebuah organisasi dalam mengolah sumber 
daya yang dimiliki secara efektif dan efisien 
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dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
oleh sebuah organisasi. 
Ketersediaan data yang akurat adalah 
kondisi yang ingin dicapai oleh Kemdikbud. 
Banyak alasan mengapa ketersediaan data yang 
akurat tersebut belum tercapai. Salah satu 
alasannya adalah terlalu banyaknya sistem 
penjaringan data yang mengklaim sebagai 
sumber data yang paling akurat di Kemdikbud. 
Alasan lain yang sering diungkapkan adalah 
tidak pernah lengkapnya data persekolahan 
yang dimiliki oleh Kemdikbud. Ini terkait 
dengan begitu luasnya cakupan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Data 
yang tidak lengkap mengakibatkan data yang 
digunakan menjadi kurang akurat.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai organisasi pemerintahan telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang 
Data Pokok Pendidikan, yang menyatakan 
bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan 
kewenangan untuk merancang prosedur 
pengumpulan data, melakukan sosialisasi dan 
membangun sistem pengumpulan dan 
penyimpanan data yang cepat dan efisien serta 
mengoordinasikan pengumpulan semua data 
pokok pendidikan dari satuan pendidikan yang 
berada di bawah pembinaan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Data pokok pendidikan, yang selanjutnya 
disingkat dapodik adalah suatu sistem 
pendataan yang dikelola oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data 
satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan 
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan 
yang datanya bersumber dari satuan pendidikan 
yang terus menerus diperbaharui (update) 
secara online. Sehingga dapodik menjadi 
sistem pendataan skala nasional yang terpadu 
yang menjadi sumber data utama pendidikan 
nasional yang merupakan bagian dari program 
perencanaan pendidikan nasional dalam 
mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan 
kompetitif. 
Untuk melaksanakan perencanaan 
pendidikan nasional dan melaksanakan 
program-program pendidikan yang tepat 
sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, 
valid, akuntabel dan terus diperbaharui 
(update) secara realtime. Dengan ketersediaan 
data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan 
update secara realtime tersebut, maka proses 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengawasan kinerja program-program 
pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan 
lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien, dan 
berkelanjutan. 
Program Indonesia Pintar (PIP) 
merupakan penyempurnaan dari Program 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang semula 
penerima hanya peserta didik yang bersekolah 
di lembaga pendidikan formal, kini penerima 
PIP merupakan peserta didik dari keluarga 
kurang mampu/miskin yang terdiri atas anak 
usia sekolah (6-21) tahun yang bersekolah di 
lembaga pendidikan formal dan non formal. 
Program tersebut diharapkan dapat 
membangun generasi yang unggul dan 
masyarakat generasi muda mendapatkan 
pendidikan yang layak. PIP merupakan 
program pemerintah yang diluncurkan untuk 
mengatasi masalah yang terjadi karena masih 
banyak ditemukan kasus siswa yang 
mengalami kesulitan biaya. PIP sangat 
dibutuhkan oleh peserta didik yang berasal dari 
keluarga kurang mampu, karena peserta didik 
yang berasal dari keluarga kurang mampu 
sangat rentan akan terjadinya masalah putus 
sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan 
perekonomian keluarga peserta didik yang 
kurang mendukung, sehingga peserta didik 
tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah 
dan memilih bekerja. 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 
mengamanatkan tentang PIP kepada 
kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) dan menyalurkan dana PIP kepada 
peserta didik yang orangtuanya tidak mampu 
membiayai pendidikannya. PIP melalui Kartu 
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Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari 
program BSM yang mencakup peserta didik 
dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA, dan siswa atau warga belajar 
di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
/ lembaga kursus dan pelatihan hingga anak 
usia sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, 
anak-anak yang berada di panti asuhan dan 
anak-anak difabel dari rumah tangga / keluarga 
dengan status ekonomi terendah secara 
nasional.  
Instruksi Presiden tersebut diperkuat 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2016 tentang PIP. PIP diartikan sebagai 
bantuan berupa uang tunai dari pemerintah 
yang diberikan kepada peserta didik yang 
orangtuanya tidak dan/atau kurang mampu 
membiayai pendidikannya. 
Tujuan utama pelaksanaan PIP tersebut 
adalah untuk membantu peserta didik yang 
kurang mampu memperoleh pendidikan yang 
layak, mencegah anak putus sekolah, menarik 
peserta didik untuk kembali bersekolah baik 
yang di tingkat dasar maupun menengah serta 
untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. 
Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan 
peserta didik dalam memenuhi kebutuhan 
sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi 
ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan 
uang saku. Adanya PIP diharapkan tidak ada 
lagi peserta didik yang putus sekolah dengan 
alasan kurangnya biaya. 
Pencapaian tujuan PIP diperlukan 
dukungan dari warga sekolah terkait peran, 
fungsi, dan kewenangan masing-masing secara 
terkoordinasi untuk meningkatkan efktivitas 
dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Adapun 
peran dan fungsi sekolah adalah melakukan 
sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, 
memutakhirkan data peserta didik calon 
penerima ke dalam Dapodik secara lengkap 
dan benar, mengusulkan yang layak menerima 
PIP namun tidak memiliki KIP, menyampaikan 
informasi terkait PIP kepada peserta didik 
penerima dana PIP, menghimbau dan 
melakukan pengawasan tentang penggunaan 
dana PIP agar sesuai dengan ketentuan 
penggunaan dana sehingga tidak putus sekolah.  
Hambatan dalam PIP adalah permasalahan 
data yang kurang valid dan kurangnya aspek 
perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi program Indonesia 
pintar. Untuk mengatasi hambatan data yang 
kurang valid dapat menggunakan data pokok 
pendidikan (dapodik). Dapodik sebagai sistem 
pendataan skala nasional memiliki ketersediaan 
data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan 
terus up to date sehingga data program 
Indonesia pintar dapat dilaksanakan dengan 
lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien, dan 
berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengatasi 
hambatan kurangnya aspek perencanaan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan 
dan evaluasi program Indonesia pintar dapat 
dioptimalkan fungsi-fungsi manajemen 
sehingga PIP dapat berjalan secara efektif dan 
efisien.  
SMA Negeri 7 Singkawang merupakan 
Sekolah Menengah Atas Negeri yang peserta 
didiknya paling banyak mendapatkan beasiswa 
Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota 
Singkawang. PIP ini sangat membantu peserta 
didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 
oleh peneliti melalui perbincangan dengan 
kepala SMA Negeri 7 Singkawang, diketahui 
bahwa banyaknya peserta didik yang 
mendapatkan beasiswa PIP menjadi daya tarik 
tersendiri sehingga ketika Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB), banyak peserta didik yang 
mendaftar di SMA Negeri 7 Singkawang. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui 
bahwa SMA Negeri 7 Singkawang telah 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 
dengan baik. 
Manajemen data pokok pendidikan dalam 
mensukseskan program Indonesia pintar 
bukanlah pekerjaan yang mudah dan ada 
hambatan yang harus dicarikan jalan keluarnya. 
Manajemen merupakan proses terpenting 
dalam setiap organisasi, sebab pada dasarnya 
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manajemen itu berkaitan erat dengan tujuan 
bersama, cara orang bekerja dan pemanfaatan 
sumber daya manusia yang ada. Fungsi 
manajemen pada penelitian ini, diantaranya 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi.  
Perencanaan merupakan proses untuk 
mempersiapkan serangkaian kegiatan yang 
diarahkan agar tujuan tercapai. Adapun 
rangkaian kegiatan yang dipersiapkan dalam 
perencanaan meliputi apa dan kapan 
dilaksanakan, siapa yang mengerjakan, dimana 
dan bagaimana kegiatan dilaksanakan. 
Pengorganisasian merupakan usaha untuk 
mewujudkan kerjasama. Dengan adanya 
pengorganisasian, maka diketahui batas-batas 
antar bidang satu dengan yang lain sehingga 
tiap bidang mengetahui wewenang dan 
kewajibannya masing-masing.  
Fungsi manajemen selanjutnya yaitu 
pelaksanaan. Tanpa manajemen, kegiatan dan 
tujuan organisasi tidak dapat terlaksana dengan 
efektif dan efisien. Begitu pula dengan adanya 
perencanaan dan pengorganisasian yang baik 
tidak dapat mencapai tujuan tanpa pelaksanaan.  
Pelaksanaan merupakan upaya untuk membuat 
anggota mau dan berusaha bekerja sesuai 
dengan rencana dan tujuan organisasi. Pada 
pelaksanaan ini, seorang pemimpin harus 
mampu mengarahkan anggotanya untuk 
melaksanakan masing-masing tugasnya. 
Pengawasan merupakan sebuah proses 
yang dilakukan untuk memastikan bahwa 
semua rangkaian kegiatan yang telah 
direncanakan bisa berjalan sesuai dengan 
tujuan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 
proses pengawasan diantaranya evaluasi 
keberhasilan dalam proses mencapai tujuan, 
pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi 
atas penyimpangan yang mungkin ditemukan 
dan melakukan berbagai alternatif solusi. 
Evaluasi merupakan suatu upaya penilaian 
secara obyektif terhadap hasil tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
penentuan perencanaan di masa mendatang. 
Dengan dioptimalkannya fungsi-fungsi 
manajemen pada aspek perencanaan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan 
dan evaluasi data pokok pendidikan dapat 
membuat program Indonesia pintar berjalan 
secara efektif dan efisien. 
Penelitian ini difokuskan pada manajemen 
data pokok pendidikan dalam mendukung 
program Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang. Adapun aspek-aspek yang 
menjadi pertanyaan penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah perencanaan data pokok 
pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang? 
2. Bagaimanakah pengorganisasian data pokok 
pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang? 
3. Bagaimanakah pelaksanaan data pokok 
pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang? 
4. Bagaimanakah pengawasan data pokok 
pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang? 
5. Bagaimanakah evaluasi data pokok 
pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 
Singkawang? 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 
mengetahui manajemen data pokok pendidikan 
dalam mendukung program Indonesia pintar di 
SMA Negeri 7 Singkawang. Secara spefisik 
penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 
informasi secara objektif dan empirik yang 
berkaitan dengan: 
1. Perencanaan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar di 
SMA Negeri 7 Singkawang. 
2. Pengorganisasian data pokok pendidikan 
dalam mendukung program Indonesia pintar 
di SMA Negeri 7 Singkawang. 
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3. Pelaksanaan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar di 
SMA Negeri 7 Singkawang. 
4. Pengawasan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar di 
SMA Negeri 7 Singkawang. 
5. Evaluasi data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar di 
SMA Negeri 7 Singkawang. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan 
kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian secara alamiah, 
menyeluruh dan apa adanya dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data secara 
kolaboratif atau gabungan dari teknik-teknik 
penelitian yang biasa dilakukan dimana hasil 
penelitiannya lebih menekankan makna 
daripada generalisasi. Artinya peneliti 
berupaya seluas dan sedalam mungkin mencari 
dan mengumpulkan data untuk dianalisis 
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 
Penelitian ini merupakan suatu kasus, 
maka jenis penelitian yang digunakan adalah 
studi kasus. Menurut Indrawan dan Yaniawati 
(2014: 72) studi kasus merupakan kajian 
dengan memberi batasan yang tegas terhadap 
suatu objek dan subjek penelitian tertentu, 
melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus 
secara intensif dan rinci. 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti 
harus terjun langsung untuk memperoleh data 
dengan mendatangi subyek dan meluangkan 
waktunya untuk melakukan aktivitas yang 
diperlukan dimanapun subyek itu berada, 
menilai kualitas data serta menafsirkannya 
sekaligus membuat kesimpulan atas 
temuannya.  
Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 7 
Singkawang, yang beralamat di Jalan Bagak 
Sahwa, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan 
Singkawang Timur, Kota Singkawang.  
Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 1) sumber data primer, 
meliputi : kepala sekolah, waka kesiswaan, dan 
operator sekolah, dan 2) sumber data sekunder, 
diperoleh dari arsip sekolah dan data pokok 
pendidikan (dapodik). 
Prosedur pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan 
wawancara menyesuaikan waktu dan tempat 
yang disepakati dengan sumber data atau 
informan, sehingga mendapatkan data jenuh 
dengan mengacu pada pedoman wawancara 
dan dibantu alat perekam yang telah disiapkan. 
Sasaran observasi lebih diarahkan pada sub 
fokus/aspek pengorganisasian, pelaksanaan,  
pengawasan, dan evaluasi sedangkan tahap 
perencanaan biasanya sudah terjadi jauh sebelum 
peneliti melakukan penelitian. Penelitian  ini  
menggunakan  studi  dokumen  di  mana  
pengumpulan  data dilakukan dengan menelaah 
catatan tertulis, dokumen dan arsip yang 
menyangkut masalah yang diteliti.  
Ada tiga jenis kegiatan analisis dan 
kegiatan pengumpulan data yang merupakan 
model interaktif, yaitu meliputi kegiatan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam 
penelitian ini meliputi uji credibility (validitas 
internal), uji transferability (validitas eksternal), uji 
dependability (reliabilitas), dan uji 
confirmability (obyektivitas).  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Manajemen data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar di SMA 
Negeri 7 Singkawang menerapkan lima 
tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hasil 
wawancara dengan kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan dan operator 
dapodik, proses perencanaan yang dilakukan 
yaitu kepala sekolah memiliki program kerja 
yang termuat dalam Rencana Kerja Sekolah 
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(RKS) terkait dengan penyelenggaraan 
penginputan dan pengolahan data pokok 
pendidikan untuk mendapatkan PIP.   
Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan 
memiliki program kerja yang berkaitan dengan 
pendataan peserta didik yang dimulai pada saat 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
bekerja sama dengan operator dapodik dalam 
penginputan data peserta didik di aplikasi 
dapodikdasmen. Data peserta didik yang di 
data saat PPDB tercantum keterangan tentang 
Kartu Indonesia Pintar (KIP) / keterangan tidak 
mampu yang nantinya akan diinput oleh 
operator dapodik pada aplikasi dapodikdasmen. 
Di dalam melaksanakan tugasnya, 
operator dapodik diberikan Surat Keputusan 
(SK) tentang pendelegasian tugas dan 
wewenang operator dapodik, dimana SK ini 
menyatu dengan SK Tenaga Kependidikan. 
Selain itu, dalam penginputan dan pengolahan 
dapodik, operator memiliki panduan dapodik 
untuk melaksanakan aplikasi dapodikdasmen. 
Panduan dapodik ini berisi petunjuk-petunjuk 
yang sangat bermanfaat bagi operator dalam 
menjalankan aplikasi dapodikdasmen. 
Pentingnya panduan ini dikarenakan aplikasi 
dapodikdasmen setiap tahunnya mengalami 
perubahan versi sehingga diperlukan panduan 
dapodik.  
Berdasarkan hasil dokumentasi tentang 
perencanaan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar 
ditemukan ada program kerja sekolah, program 
kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 
SK kepala sekolah tentang pendelegasian tugas 
dan wewenang operator dapodik, dan panduan 
dapodik. 
Hasil wawancara dengan kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 
operator dapodik tentang pengorganisasian data 
pokok pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar ini, diketahui bahwa operator 
dapodik SMA Negeri 7 Singkawang 
mempunyai kemampuan yang baik dalam 
bidang teknologi informasi dan sangat 
menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan 
teknologi informasi tersebut. Kemampuannya 
di bidang teknologi informasi banyak diperoleh 
dari otodidak atau belajar secara mandiri. 
Untuk menunjang kinerja operator, kepala 
sekolah memberikan fasilitas berupa jaringan 
internet yang lancar dan laptop dengan 
spesifikasi yang tinggi, yaitu Windows 10 Pro 
dengan processor Intel® Core™ i7-7700HQ @ 
2.80GHz 2.81GHz, RAM 8,00 GB dan tipe 
sistem 64-bit sehingga pengerjaan dapodik 
dapat diselesaikan dengan cepat dan optimal.  
Operator dapodik mempunyai tugas pokok 
untuk menginput data peserta didik yang 
diperoleh pada saaat PPDB, mengkoordinir 
peserta didik yang mempunyai kriteria khusus 
untuk mendapatkan beasiswa Program 
Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia 
Pintar (KIP).  
Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 
memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya 
sebagai ketua PPDB yang memberikan, 
menguatkan dan memantau pelaksanaan PPDB 
termasuk penginputan data peserta didik yang 
akan dimasukkan ke dalam aplikasi 
dapodikdasmen, salah satunya adalah KIP.  
Hasil wawancara dengan kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 
operator dapodik tentang pelaksanaan data 
pokok pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar ini, diketahui bahwa 
penginputan dan pengelolaan data siswa 
dilakukan oleh operator dapodik bekerjasama 
dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 
Dalam pengusulan peserta didik untuk 
menerima PIP di SMA Negeri 7 Singkawang, 
kepala sekolah melibatkan wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan, operator dapodik, 
guru, wali kelas, dan masyarakat. 
Kriteria peserta didik yang layak 
diusulkan menerima PIP di SMA Negeri 7 
Singkawang diantaranya peserta didik yang 
kurang mampu secara ekonomi, peserta didik 
yang memiliki KIP, peserta didik yang 
memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan 
peserta didik yang memiliki Kartu 
Perlindungan Sosial (KPS). Untuk 
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mendapatkan PIP, pihak sekolah mengusulkan 
peserta didik yang termasuk kriteria peserta 
didik yang layak diusulkan menerima PIP ke 
dalam aplikasi dapodikdasmen oleh operator 
dapodik.  
Berdasarkan hasil penginputan dapodik 
SMA Negeri 7 Singkawang diketahui jumlah 
total peserta didik sebanyak 499 orang, jumlah 
peserta didik yang diusulkan menerima 
program Indonesia pintar (PIP) sebanyak 376 
orang dengan rincian 229 orang memiliki KIP, 
15 orang memiliki KKS, 15 orang memiliki 
KPS, dan 117 orang diusulkan dari keluarga 
kurang mampu. Adapun data peserta didik 
yang mendapatkan PIP di SMA Negeri 7 
Singkawang tahun 2019 sebanyak 301 orang.  
Untuk pengawasan, hasil wawancara 
dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan, dan operator dapodik  
dikemukakan bahwa tidak ada pengawasan 
khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Kalimantan Barat, artinya tidak ada 
petugas yang datang ke sekolah. Pengawasan 
dilakukan langsung oleh kepala sekolah selaku 
pimpinan satuan pendidikan dan sebagai 
penanggung jawab dapodik. Pengawasan ini 
dilakukan untuk meminimalkan adanya 
kesalahan dan kalau ada kesalahan segera dapat 
diperbaiki serta agar peserta didik yang 
mendapatkan PIP tepat sasaran artinya peserta 
didik yang memiliki KIP dan kurang mampu 
yang mendapatkan PIP. Program Indonesia 
pintar merupakan program yang sangat penting 
karena dapat membantu biaya pendidikan 
peserta didik di SMA Negeri 7 Singkawang.  
Hasil wawancara dengan kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 
operator dapodik dikemukakan bahwa kendala 
yang dihadapi diantaranya: 1) peserta didik 
tidak memiliki KIP namun ingin mendapatkan 
PIP, 2) belum meratanya KIP yang dimiliki 
oleh peserta didik yang kurang mampu di 
sekolah, dan 3) peserta didik yang memerlukan 
bantuan PIP tidak mendapatkan PIP. Untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut, pihak 
sekolah melakukan upaya-upaya diantaranya: 
1) melakukan sosialisasi kepada peserta didik 
dan orang tua peserta didik tentang KIP, 
prosedur memperoleh KIP, dan manfaat KIP, 
2) menghadirkan pihak-pihak yang terkait dan 
masyarakat, yaitu ketua RT, Lurah, Kepala 
Desa saat sosialisasi mekanisme untuk 
mendapatkan KIP, dan 3) mendata dan 
mengusulkan siswa untuk mendapatkan PIP. 
 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa perencanaan data pokok pendidikan 
sudah sesuai dengan proses perencanaan, yaitu 
diawali dengan perumusan program kerja 
sekolah yang termuat dalam Rencana Kerja 
Sekolah (RKS). Evaluasi yang dilakukan 
kepala sekolah menjadi dasar bagi wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan dan operator 
dapodik dalam menjalankan tugas yang 
diberikan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing.  
Wakil kepala sekolah bekerja sesuai 
dengan program kerja yang telah dibuat dan 
dimulai saat Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) untuk mendapatkan data peserta didik. 
Operator dapodik dibekali dengan laptop 
dengan spesifikasi yang tinggi, listrik yang 
memadai, dan internet 50 Mbps yang cepat 
serta panduan dapodik agar proses penginputan 
dan pengolahan dapodik dapat berjalan dengan 
optimal.  
Hal ini sejalan dengan pendapat Husna 
Asmara (2017: 7), perencanaan adalah proses 
penyusunan berbagai keputusan dan pembuatan 
serangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan 
di masa yang akan datang sesuai dengan yang 
telah ditetapkan. Yang direncanakan adalah 
hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan 
dengan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar.  
Perencanaan merupakan kegiatan untuk 
memformulasikan serangkaian proses beserta 
cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai 
suatu tujuan. Dalam perencanaan juga ada 
pemikiran menentukan apa yang akan 
dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa 
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pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut 
harus dilakukan.  
Dengan demikian maka perencanaan data 
pokok pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar dapat melalui beberapa tahap 
antara lain : 1) penetapan program kerja 
sekolah, 2) penetapan program kerja wakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan, 3) penetapan 
SK kepala sekolah tentang pendelegasian tugas 
dan wewenang operator, 4) pemanfaatan 
panduan dapodik agar proses penginputan dan 
pengolahan dapodik dapat berjalan dengan 
optimal, dan 5) penggunaan laptop dengan 
spesifikasi yang tinggi, listrik yang memadai, 
dan internet yang cepat. Jadi dengan merujuk 
teori yang ada, menyatakan bahwa proses 
perencanaan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar ini sudah 
melalui tahapan atau mekanisme yang benar.  
Pengorganisasisan adalah pemikiran yang 
sistematis tentang bagaimana pengatuan kerja 
dalam suatu organisasi dengan melibatkan 
sumber daya yang ada. Pengorganisasian ini 
sangat penting diperlukan karena suatu 
organisasi bisa bergerak apabila ada sumber 
daya yang digerakkan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Menurut Husaini Usman (2008: 
406) menjelaskan bahwa koordinasi selalu 
diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan 
besar, baik organisasi yang sederhana maupun 
yang kompleks.  
Dalam penelitian ini, ditemukan 
pembagian tugas pokok dan fungsi wakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan dan operator 
dapodik. Teknis pembagian tugas tersebut 
terdapat pada panduan dapodik. Wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan memiliki tugas 
pokok dan fungsi diantaranya sebagai ketua 
PPDB yang memberikan, menguatkan dan 
memantau pelaksanaan PPDB termasuk 
penginputan data peserta didik yang akan 
dimasukkan ke dalam aplikasi dapodikdasmen, 
salah satunya adalah KIP.  
Khusus untuk operator dapodik ditunjuk 
orang yang memang menguasai aplikasi 
dapodikdasmen, sehingga mendukung tugas-
tugas pengolahan data sesuai dengan petunjuk 
teknis yang ada. Operator dapodik mempunyai 
tugas pokok untuk menginput data peserta 
didik yang diperoleh pada saaat PPDB, 
mengkoordinir peserta didik yang mempunyai 
kriteria khusus untuk mendapatkan beasiswa 
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu 
Indonesia Pintar (KIP).  
Hal ini sesuai dengan pendapat George R. 
Terry (2016: 17) yang  mengemukakan bahwa 
organizing mencakup: 1) membagi komponen-
komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan ke dalam kelompok-
kelompok; 2) membagi tugas kepada seorang 
manajer untuk mengadakan pengelompokkan 
tersebut; dan 3) menetapkan wewenang di 
antara kelompok atau unit-unit organisasi. 
Dalam proses pengorganisasian dilakukan 
pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan 
bidangnya masing-masing sehingga 
terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang 
sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama 
dalam mencapai tujuan yang telah disepakati 
bersama. 
Berdasarkan hasil penelitian, pada 
pengorganisasian data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar ini 
masing-masing fungsi menjalankan tugasnya 
yang dalam prosesnya saling berhubungan satu 
sama lain. Deskripsi tugas pokok dan fungsi 
sangat penting diuraikan dan dipahami oleh 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 
operator dapodik, karena uraian tugas masing-
masing itu saling keterkaitan satu sama lain.  
Pada pengorganisasian dapodik dalam 
mendukung PIP ini, sekolah sudah membuat 
pembagian tugas pokok dan fungsi dilengkapi 
dengan uraian tugas masing-masing personil. 
Kepala sekolah mendelegasikan dan memberi 
kewenangan menjalankan proses kegiatan 
pengumpulan data peserta didik baru saat 
PPDB kepada wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan. Pada kegiatan penginputan dan 
pengolahan data peserta didik dipersiapkan 
personil khusus yaitu operator dapodik yang 
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memang memahami dan mengerti dalam 
menggunakan komputer dan jaringan internet.  
Langkah yang ditempuh pihak sekolah 
dalam pengorganisasian dapodik dalam 
mendukung PIP ini sudah sesuai dengan teori 
yang ada dimana beban tugas diberikan sesuai 
dengan spesialisasinya, misalnya untuk petugas 
operator dapodik ditunjuk kepada yang 
memang memahami dan mengerti tentang 
komputer dan jaringan internet. Pendelegasian 
dan pelimpahan kewenangan dalam 
menjalankan pengumpulan data peserta didik 
sepenuhnya dipercayakan oleh kepala sekolah 
kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 
Kepala sekolah sebagai pimpinan dan 
penanggung jawab, bertanggung jawab penuh 
terhadap jalannnya proses pengorganisasian 
dapodik dalam mendukung PIP di sekolah yang 
beliau pimpin. 
Pelaksanaan data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar ini 
merupakan implementasi dari yang sudah 
dibuat pada proses perencanaan dan 
pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan 
pendapat George R. Terry (2016: 17), bahwa 
actuating mencakup kegiatan yang dilakukan 
seorang manajer untuk mengawali dan 
melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh 
unsur perencanaan dan pengorganisasian agar 
tujuan-tujuan dapat tercapai. 
Berkaitan dengan teori diatas, maka 
setelah ada perencanaan dan pengorganisasian, 
maka dilanjutkan dengan pelaksanaan data 
pokok pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar yang dimulai dari: 1) proses 
pendataan peserta didik oleh wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan, 2) penginputan dan 
pengolahan data peserta didik pada aplikasi 
dapodikdasmen oleh operator dapodik, 3) 
pengusulan peserta didik untuk menerima PIP 
di SMA Negeri 7 Singkawang dengan 
melibatkan melibatkan wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan, operator dapodik, guru, wali 
kelas, dan masyarakat.  
Kriteria peserta didik yang layak 
diusulkan menerima PIP di SMA Negeri 7 
Singkawang diantaranya peserta didik yang 
kurang mampu secara ekonomi, peserta didik 
yang memiliki KIP, peserta didik yang 
memiliki KKS, dan peserta didik yang 
memiliki KPS, 4) pengecekan dan konfirmasi 
kebenaran data oleh kepala sekolah, 5) 
pengiriman atau sinkronisasi dapodik oleh 
kepala sekolah, dan 6) pengecekan jumlah 
peserta didik yang mendapatkan PIP di website 
pip.psma.kemdikbud.go.id 
Pada proses pelaksanaan ini, dari tahapan 
pendataan peserta didik hingga pengecekan 
jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP 
sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Sekolah mendata dan mengusulkan peserta 
didik yang kurang mampu secara 
ekonomi/memiliki KIP/memiliki Kartu 
Keluarga Sejahtera (KKS)/ memiliki Kartu 
Perlindungan Sosial (KPS) ke dalam aplikasi 
dapodikdasmen oleh operator dapodik.  
Peneliti berpendapat bahwa sebuah 
rencana dan pembagian tugas yang bagus tidak 
akan mampu mengantarkan menuju pencapaian 
tujuan bersama jika tidak dilaksanakan dengan 
baik. Pelaksanaan lebih menekankan pada 
kegiatan orang-orang yang terlibat dalam 
organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang 
ditentukan dalam mendayagunakan fasilitas 
yang tersedia. Kepala SMA Negeri 7 
Singkawang mampu menjalankan perannya 
dalam memfungsikan, melibatkan, dan 
menghargai wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan, operator dapodik, guru, wali kelas, 
dan masyarakat untuk berperan aktif 
bekerjasama menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 
Kemampuan kepala sekolah yang optimal 
dalam memberikan pengarahan kepada warga 
sekolah yang tugasnya berkaitan dengan PIP 
dan pelibatan masyarakat membuat SMA 
Negeri 7 Singkawang menjadi sekolah dengan 
perolehan peserta didik terbanyak mendapatkan 
PIP di kota Singkawang. Kepala sekolah 
memberikan pengarahan kepada wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan tentang bagaimana 
teknis pendataan peserta didik kelas X, XI, dan 
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XII, menugaskan operator dapodik untuk 
menginput data peserta didik baru saat PPDB 
dan peserta didik kelas XI dan XII yang baru 
mendapatkan KIP. Kepala sekolah melibatkan 
orang tua peserta didik, ketua RT, Lurah, dan 
Kepala Desa dalam sosialisasi bagaimana 
mendapatkan KIP bagi peserta didik yang 
kurang mampu secara ekonomi namun belum 
memiliki KIP sehingga harapannya 
mendapatkan PIP untuk membantu 
meringankan biaya pendidikan peserta didik. 
Peneliti berpendapat bahwa kepala 
sekolah dalam melaksanakan fungsi 
pelaksanaan dan agar berhasil dalam 
menjalankan pelaksanaan manajemen yang 
baik dan berkesinambungan, hendaknya 
mampu memahami kondisi dan situasi di dalam 
organisasi yang dilaksanakan. Kepala sekolah 
dalam melaksanakan sebuah organisasi, harus 
mampu bertanggung jawab terhadap semua 
keputusan yang telah dibuat dan mampu untuk 
mempengaruhi dan menggerakkan orang lain 
agar rela, mampu, dan mau melaksanakan 
kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi. 
Jadi dengan demikian, pada proses 
pelaksanaan ini sesuai dengan teori yang ada, 
kegiatan organisasi berlangsung. Penggerakan 
semua komponen sumber daya berlangsung, di 
bawah kendali wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan, operator dapodik sebagai pelaksana 
lapangan, dan pelibatan warga sekolah dan 
masyarakat, serta kepala sekolah sebagai 
penanggung jawab organisasi. 
Pengawasan diperlukan untuk melihat 
sejauh mana proses itu berlangsung dari 
perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan untuk melihat hasil yang dicapai. 
Menurut  Kadarisman (2013: 173), pengawasan 
sebagai salah satu fungsi manajemen 
merupakan suatu proses yang tidak terputus 
untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi, 
dan wewenang tidak menyimpang dari aturan 
yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi.  
Pada proses data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar ini, 
proses pengawasan dilakukan oleh kepala 
sekolah selaku pimpinan dalam organisasi 
satuan pendidikan. Pengawasan dilakukan pada 
setiap proses tahapan kegiatan dari proses 
pendataan peserta didik, penginputan dan 
pengolahan data peserta didik,  pengusulan 
peserta didik untuk menerima PIP, pengecekan 
dan konfirmasi kebenaran data, pengiriman 
atau sinkronisasi dapodik, dan pengecekan 
jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP. 
Pengawasan ini dilakukan pada setiap tahapan 
dengan tujuan agar apabila terjadi suatu 
masalah segera dilakukan koordinasi sehingga 
tidak menghambat proses kegiatan. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Daryanto dan Farid 
(2013: 167), bahwa pengawasan merupakan 
suatu kegiatan yang berusaha untuk 
mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan 
sesuai dengan rencana dan memastikan apakah 
tujuan organisasi tercapai. 
Peneliti berpendapat bahwa agar 
pengawasan menjadi efektif dan terukur maka 
salah satu hal penting dalam pengawasan 
adalah pembuatan pedoman pengawasan dalam 
bentuk blanko check list atau standar 
keterlaksanaan. Misalnya pada saat ingin 
mengetahui efektifitas pelaksanaan dapat 
digunakan lembar pengamatan yang berisi 
beberapa item pertanyaan/pernyataan. Dengan 
demikian pengawasan itu tidak hanya sebatas 
memantau keterlaksanaan dan kelancaran 
kegiatan dapodik dalam mendukung program 
Indonesia pintar sehingga tindakan koreksi 
yang diperlukan dikhawatirkan tidak 
menyelesaikan seluruh permasalahan nyata. 
Dengan demikian, proses pengawasan 
sangat penting untuk berjalannya proses 
organisasi. Sesuai teori yang ada, pada 
pengawasan ini akan terlihat apakah sumber 
daya manusia yang telah ditunjuk dapat 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai 
dengan uraian tugas yang telah ada. Pada 
proses pengawasan ini ketika ada kesalahan 
akan dapat segera dilakukan perbaikan, 
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 
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Setiap upaya mencapai keberhasilan 
sering menghadapi kendala atau permasalahan 
baik pada saat masih tahap perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan hingga 
pengawasan.  Evaluasi merupakan kegiatan 
untuk melihat ketercapaian setiap tahapan 
kegiatan, apabila ada kekurangan dapat 
menjadi bahan catatan perbaikan. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Eka Prihatin 
(2011:164), evaluasi dilakukan selama program 
atau kegiatan berlangsung dan ini dikaitkan 
dengan proses monitoring. Selanjutnya 
dikemukakan informasi yang diperoleh dari 
monitoring memungkinkan untuk dapat 
membuat dan menetapkan tentang bagaimana 
program tersebut dapat berjalan atau 
bagaimana sebaiknya proses untuk mencapai 
tujuan. 
Berdasarkan hasil penelitian, berhasil 
teridentifikasi kendala yang dihadapi pada data 
pokok pendidikan dalam mendukung program 
Indonesia pintar di SMA Negeri 7 Singkawang, 
diantaranya: 1) peserta tidak memiliki KIP 
namun ingin mendapatkan PIP, dan 2) belum 
meratanya KIP yang dimiliki oleh peserta didik 
yang kurang mampu di sekolah, dan 3) peserta 
didik yang memerlukan bantuan PIP tidak 
mendapatkan PIP.  
Untuk mengatasi kendala-kendala 
tersebut, pihak sekolah melakukan upaya-
upaya diantaranya: 1) melakukan sosialisasi 
kepada peserta didik dan orang tua peserta 
didik tentang KIP, prosedur memperoleh KIP, 
dan manfaat KIP, 2) menghadirkan pihak-pihak 
yang terkait dan masyarakat, yaitu ketua RT, 
Lurah, Kepala Desa saat sosialisasi mekanisme 
untuk mendapatkan KIP, dan 3) mendata dan 
mengusulkan siswa untuk mendapatkan PIP. 
Pada proses evaluasi ini pihak sekolah 
sudah melakukan langkah-langkah evaluasi 
dapodik dalam mendukung program Indonesia 
pintar. Kendala tidak meratanya KIP yang 
dimiliki peserta didik yang kurang mampu, 
diatasi kepala sekolah dengan melakukan 
sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua 
peserta didik tentang mekanisme mendapatkan 
KIP dengan melibatkan pihak-pihak yang 
terkait seperti ketua RT, Lurah, dan Kepala 
Desa. 
Peneliti berpandangan bahwa kendala atau 
masalah itu selalu ada seiring dengan keinginan 
untuk mencapai hasil yang lebih baik dari 
keadaan saat ini,  namun terkadang masalah 
yang ada tidak terdeteksi oleh orang-orang 
yang tidak memiliki keinginan lebih maju. Jika 
kendala-kendala tersebut tidak segera dicarikan 
solusi, maka proses dapodik dalam mendukung 
PIP akan tidak efektif dan kurang maksimal. 
Dengan adanya evaluasi yang baik dapat dinilai 
pencapaian program, mendeteksi, dan 
menyelesaikan kendala yang muncul, serta 
merencanakan kegiatan yang akan datang. 
Dengan demikian proses evaluasi sebagai 
penutup seluruh rangkaian proses organisasi 
sangatlah penting diperlukan. Pada evaluasi 
akan mengumpulkan semua data rekam jejak 
jalannya proses data pokok pendidikan dalam 
mendukung program Indonesia pintar, yang 
selanjutnya akan dianalisis seluruh proses 
kegiatan, menilai proses kegiatan, apabila ada 
kendala dapat menjadi catatan guna perbaikan 
di masa yang akan datang.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Perencanaan dapodik dalam mendukung 
PIP dapat dilakukan melalui beberapa tahap, 
diantaranya: 1) penetapan program kerja 
sekolah, 2) penetapan program kerja wakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan, 3) penetapan 
SK kepala sekolah tentang pendelegasian tugas 
dan wewenang operator, 4) pemanfaatan 
panduan dapodik, dan 5) penggunaan laptop 
dengan spesifikasi yang tinggi, listrik yang 
memadai, dan internet yang cepat. 
Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian 
tugas pokok dan fungsi dilengkapi dengan 
uraian tugas masing-masing personil. 
Pelaksanaan dimulai dari: 1) proses pendataan 
peserta didik, 2) penginputan dan pengolahan 
data peserta didik, 3) pengusulan peserta didik 
untuk menerima PIP 4) pengecekan dan 
12 
 
konfirmasi kebenaran data, 5) pengiriman atau 
sinkronisasi dapodik, dan 6) pengecekan 
jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP. 
Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah 
selaku pimpinan dalam organisasi satuan 
pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk melihat 
pada tahapan atau bagian mana yang masih 
perlu perbaikan.  
 
Saran 
Kegiatan pengawasan sebaiknya 
dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan 
dibuatkan jadwal pemantauan/pengawasan. 
Tujuannya selain untuk memastikan bahwa 
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 
perencanaan, juga untuk meminimalisir 
penyimpangan dan hasil dari pengawasan dapat 
dijadikan dasar dalam mengambil  tindakan 
yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang 
ditemukan agar semua kegiatan mengarah pada 
upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh 
karena pentingnya dapodik dan digunakan 
sebagai program utama Kementerian seperti 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
Tunjangan Guru, Ujian Nasional (UN), Rehab, 
bantuan Ruang Kelas Baru (RKB), beasiswa 
PIP, dan program lainnya, maka peneliti 
menyarankan agar diadakan penelitian tentang 
manajemen dapodik dalam mendukung 
BOS/Sarana dan Prasarana Sekolah/Sertifikasi 
Guru.  
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